BAB V

KESIMPULAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang

dikeluarkan mengenai Judicial Review/Uji Formil terhadap Undang-undang
Cipta Kerja yaitu menetapkan dan menyatakan dalam amar putusannya butir
3 bahwa Undang-undang Cipta Kerja terbukti secara pembentukannya
bertentangan dengan Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat sepanjang dilakukannya perbaikan selama 2 tahun, namun
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan yang sama butir 4 juga menyatakan
bahwa Undang-undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai
terpenuhinya syarat yang ditentukan dalam putusan tersebut. Dalam
membuat Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam isinya dirasa tidak
memperhatikan aturan Positif Legaliture, Putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut dalam amar Putusan ini dirasa kurang jelas terhadap aspek yuridis
(kepastian hukum). Penulis berpendapat bahwasanya kekuatan hukum
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak sesuai berdasarkan Undang-
undang yang berlaku di Indonesia, karena suatu undang-undang yang
bersifat inkonstitusional berpotensi menimbulkan masalah hukum dalam
pelaksanaannya, Implikasi Putusan tersebut juga menimbulkan multi tafsir
berkaitan pada daya laku (validity) dan daya ikat (efficacy) terhadap
Undang-undang Cipta Kerja itu sendiri. Daya laku Undang-undang Cipta

Kerja didasarkan dalam Putusan butir 4, akan tetapi Undang-undang Cipta
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Kerja tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karna inkonstitusional yang
didasari juga dalam Putusan tersebut dalam butir 3. Dalam hal tersebutlah
Putusan Mahkamah Konstitusi menyebabkan Undang-undang Cipta Kerja
dinyatakan berlaku namun tidak dapat dilaksanakan peraturannya dan tidak
memiliki kekuatan hukum.

Implementasi Undang-undang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 91/PUU-XV111/202 terhadap Uji Formil Undang-undang
Cipta Kerja selanjutnya menciptakan ketidak jelasan ditataran hierarki
peraturan perundang-undangan serta metode Omnibus Law yang diterapkan
pada Undang-undang Cipta Kerja tidak memenuhi standar baku
sebagaimana yang disebut dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor
12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Omnibus
Law yang diterapkan pada Undang-undang Cipta Kerja menjadikannya
tidak jelas atas tingkatan hierarki peraturan, karena dalam Undang-undang
Cipta Kerja mengatur 79 undang-undang berikut revisi dan penghapusan
pasal-pasal di dalamnya, menimbulkan ketidak jelasan apakah undang-
undang ini adalah undang-undang revisi atau undang-undang baru. Hal ini
menimbulkan ketidakpastian hukum baru yang bisa berdampak luas bagi
tatanan hukum dan perundang-undangan. Namun kemudian, Putusan
Mahkamah Konstitusi dalam amarnya tidak menyebutkan hal tersebut yang
seharusnya Mahkamah Konstitusi menyebutkan dalam amar putusannya
dengan sejalan atas dasar pertimbangan hukumnya. Mahkamah Konstitusi

dalam Amar Putusan butir 7 mengenai Undang-undang Cipta Kerja
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menimbulkan tafsiran ganda, karena Mahkamah Konstitusi tidak
memberikan kejelasan mengenai makna sebenarnya dalam menentukan
suatu yang termasuk dalam tindakan/kebijakan yang tergolong strategis dan
berdampak luas. Sedangkan dalam Undang-undang Cipta Kerja Pasal 4
menyebutkan bahwa seluruh sektor pembahasan yang disusun di dalamnya
mengatur kebijakan strategis. Penulis berpendapat dalam hal ini justru
menimbulkan kebingungan terhadap implementasi Undang-undang Cipta
Kerja, kepada pemerintah yang hendak melaksanakan Undang-undang

Cipta Kerja dan kepada masyarakat pada umumnya.
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